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KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
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TENTANG 
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TAHUN 2024 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

Menimbang  : bahwa dalam rangka ketentuan padal 125 huruf a 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan 

Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat Tahun 2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomr 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Nomor 3969); 

 

 

 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 

5234) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir 
Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negera Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negaran Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan ( Lemban Negara Republik Indonesia tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 
4698); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana Telah 
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Nomor 6402); 

 

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 

Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 517 ); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 120 
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 11 Tahun 2011 Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2011 Nomor 11); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 2); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 3); Sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 
Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 

06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran daerah tahun 2021 Nomor 

05); 

16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

2016 Nomor 47) 



 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

KESATU 

: 

: 

 

Tim Penyusun Rencana Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sebagaimana 

tersebut pada Lampiran Keputusan ini.  

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan 
penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat;  

b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan 
untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 
c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna 

penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan 

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat; 

e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan 
tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 
KETIGA  :  Biaya yang timbul sebagai akibat dengan ditetapkannya 

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
  

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal, 0    0 Desember 2022 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

               ANWAR SADAT 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

TAHUN 2024 

No Nama Jabatan 
Jabatan Dalam 

Tim 

1 SUPARJO, SE Kepala Dinas Penanggung Jawab 

2 MOHAMAD HISOM, ST Sekretaris Ketua 

3 REZA ELDO EMARGI, ST 
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi 

dan Pelaporan Program 
Sekretaris 

4 ASMUNI, SH Kabid Tata Lingkungan Anggota 

5 
ADI CAHYADI KARTIKA, 

SKM 

Kabid Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan 
Anggota 

6 AFRIANSYAH, ST.ME 
Kabid Pengendalian Pencemaran 

dan Kerusakan Lingkungan 
Anggota 

7 DARMAILENY, SE 
Kabid Pengelolaan Sampah dan 

Limbah B3 
Anggota 

8 ZULFAWATI, S,KOM.I 
Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian 
Anggota 

9 SITI HAWANG, S,KOM.I Kasubbag Keuangan Anggota 

10 SABTO BAYU, AM.AK Pengawas Lingkungan Hidup Anggota 

11 
LAMSIHAR GEMAYEL, 

ST 

Pengendali Dampak Lingkungan 

Hidup 
Anggota 

12 I’I DARMANTO, AMKL Penyuluh Lingkungan Hidup Anggota 

 
 

 

 

LAMPIRAN  

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG 
BARAT  

NOMOR    91  /Kep.Bup/ DLH/2022 
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS 

LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

TAHUN 2024 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

ANWAR SADAT 


